WALIKOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

bahwa sehubungan dengan perkembangan yang
tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum
APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran
antar unit organisasi, antara kegiatan dan atar
jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa
lebih tahun anggaran sebelumnya harus
digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun
Anggaran 2015 maka perlu dilakukan perubahan
APBD Tahun Anggaran 2015 ;

bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada
huruf a, Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015
perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3688);



Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kotamadya Tingkat II Dumai
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3839);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);



Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang
Majelis Permusyawaratan  Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 47), Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4712;

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005
tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara



25.

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005
tentang Hibah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005
tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007
tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kota/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);



Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010
tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5104);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010
tentang Tatacara Pelaksanaan Tugas dan
Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur
sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2010 tentang Tatacara Pelaksanaan Tugas
dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan
Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah
Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5209);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang  Standar Akuntansi = Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013
tentang Perubahan Kelima Belas Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang
Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri
Sipil;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun
2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan
Peraturan Kepala Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun
2011 tentang Pembentukan Produk Hukum



Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun
2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2015;

V7. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun
2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah;

8. Keputusan Gubernur Riau Nomor

Kpts.1345/X/2015 Tanggal 26 Oktober 2015
Tentang Hasil Evaluasi Ranperda Kota Dumai
Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015
dan Ranperwa Kota Dumai Tentang Penjabaran
Perubahan APBD Kota Dumai Tahun Anggaran
2015.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI
dan
WALIKOTA DUMAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI TENTANG PERUBAHAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2015

PASAL 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 semula
berjumlah Rp. 1.189.149.859.291,50 bertambah sejumlah Rp.
25.350.463.055,99 sehingga menjadi Rp. 1.214.500.322.347,49 dengan rincian
sebagai berikut:

1.

Pendapatan Daerah

a. semula Rp.1.182.158.017.291,50

b. Pengeluaran Rp.(89.244.657.245,50)

Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp. 1.092.913.360.046,00

Belanja

a. semula Rp.1.189.149.859.291,50

b. Bertambah / (berkurang) Rp.25.350.463.055,99

Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 1.214.500.322.347,49
Surplus / (Defisit) setelah Perubahan Rp. (121.586.962.301,49)

3. Pembiayaan



a. Penerimaan

1) Semula Rp.78.650.188.170,50

2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 96.128.105.291,14

Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 174.778.293.461,64

b. Pengeluaran

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 0,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp. 174.778.293.461,64

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan Rp. 53.191.331.160,15
PASAL 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimmaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
(1) Pendapatan Asli Daerah
1) Semula Rp.152.320.192.291,50
2) Pengeluaran Rp.17.527.691.960,50
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan Rp. 169.847.884.252,00

(2) Dana Perimbangan
1) Semula Rp.860.154.132.000,00
2) Bertambah /(berkurang)Rp.(191.199.263.113,00
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp. 668.954.868.887,00

(3) Lain-lain Pendapatan daerah yang sah
1) Semula Rp.169.683.693.000,00
2) Bertambah /(berkurang)Rp.84.426.913.907,00
Jumlah lain-lain Pendapatan daerah
yang sah setelah perubahan Rp. 254.110.606.907,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah
1) Semula Rp.55.599.658.215,50
2) bertambah /(berkurang)Rp.6.927.984.712,50
Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp. 62.527.642.928,00

b. Retribusi Daerah
1) Semula Rp.36.358.064.800,00
2) bertambah /(berkurang)Rp.104.200.358,00




(3)

(4)

Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp. 36.462.265.158,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp.1.484.470.316,00
2) bertambah /(berkurang) Rp.0,000
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp. 1.484.470.316,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
1) Semula Rp.58.877.998.960,00
2) bertambah /(berkurang)Rp.10.495.506.890,00
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah
yang sah setelah perubahan Rp. 36.462.265.158,00

Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri
dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil
1) Semula Rp.503.779.183.000,00
2) bertambah /(berkurang)Rp.(193.034.063.113,00)
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan Rp. 310.745.119.887,00

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula Rp.343.254.509.000,00
2) bertambah /(berkurang) Rp.0,00

Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan Rp. 343.254.509.000,00

c. Dana Alokasi khusus
1) Semula Rp.13.120.440.000,00
2) bertambah /(berkurang)Rp.1.834.800.000,00
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahanRp. 14.955.240.000,00

Lain-lain pendapatan daearah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil

1) Semula Rp. 0,00
2) bertambah /(berkurang) Rp.0,00
Jumlah Pendapatan hibah setelah perubahan Rp. 0,00

b. Dana Darurat

1) Semula Rp. 0,00
2) bertambah /(berkurang) Rp.0,00

Jumlah darurat setelah perubahan Rp. 0,00




c. Dana Bagi Hasil pajak
1) Semula Rp.76.110.000.000,00
2) bertambah /(berkurang)Rp.6.760.258.234,00
Jumlah Dana Bagi Hasil
pajak setelah perubahan Rp. 82.870.258.234,00

d. Dana Penyesuian dan otonomi khusus
1) Semula Rp.85.587.093.000,00
2) bertambah /(berkurang)Rp.1.351.200.000,00
Jumlah Dana Penyesuian dan otonomi khusus
setelah perubahan Rp. 86.938.293.000,00

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya
1) Semula Rp.7.986.600.000,00
2) bertambah /(berkurang)Rp.76.315.455.673,00
Jumlah Pendapatan hibah setelah perubahan Rp. 84.302.055.673,00

f. Pendapatan lainnya yang sah

1) Semula Rp. 0,00
2) bertambah /(berkurang) Rp.0,00
Jumlah Pendapatan lainnya yang sah setelah perubahan Rp. 0,00

g. Dana Tunjangan Kependidikan
1) Semula Rp. 0,00
2) bertambah /(berkurang) Rp.0,00
Jumlah Pendapatan lainnya yang sah setelah perubahan Rp. 0,00

PASAL 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Belanja Tidak Langsung
1) Semula Rp.515.256.542.264,78
2) Pengeluaran Rp.23.791.634.299,27
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan Rp. 539.048.176.564,05

a. Belanja Langsung

1) Semula Rp.673.893.317.016,72
2) Pengeluaran Rp.1.558.828.756,72
Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan Rp. 675.452.145.783.,44

(2) Belanja Tidak Langusng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 1
terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai



1) Semula Rp.490.243.542.264,78

2) bertambah/(berkurang)Rp.17.141.634.299,27

Jumlah Belanja pegawai setelah perubahan Rp.

507.385.176.564,05

b. Belanja Bunga

1) Semula Rp. 0,00
2) bertambah/(berkurang) Rp.0,00
Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan Rp. 0,00
c. Belanja Subsidi
1) Semula Rp. 0,00
2) bertambah /(berkurang) Rp.0,00
Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan Rp. 0,00

d. Belanja Hibah
1) Semula Rp.21.279.732.000,00
2) bertambah /(berkurang)Rp.6.650.000.000,00

Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan Rp.

27.929.732.000,00

e. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula Rp.988.000.000,00
2) bertambah/(berkurang) Rp.0,00

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan Rp.

988.000.000,00

f. Belanja Bagi Hasil

1) Semula Rp. 0,00
2) bertambah /(berkurang) Rp.0,00
Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan Rp.

0,00

g. Belanja Bantuan Keuangan

1) Semula Rp.2.245.268.000,00
2) bertambah/(berkurang) Rp.0,00

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan
setelah perubahan Rp

. 2.245.268.000,00

h. Belanja Tidak Terduga

1) Semula Rp.500.000.000,00
2) bertambah/(berkurang) Rp.0,00

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp.

500.000.000,00




(3) Belanja Langusng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
jenis belanja :

a. Belanja Pegawai
1) Semula Rp.139.676.579.450,00
2) bertambah /(berkurang)Rp.13.005.245.934,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga
setelah perubahan Rp. 152.681.825.384,00

b. Belanja Barang dan Jasa
1) Semula Rp.293.299.424.146,00
2) bertambah /(berkurang)Rp.958.020.015,72
Jumlah Belanja Barang dan Jasa
setelah perubahan Rp. 294.257.444.161,72

c. Belanja Modal
1) Semula Rp.240.917.313.430,72
2) bertambah /(berkurang)Rp.(12.404.437.193,00)
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan Rp. 228.512.876.237,72

PASAL 4

(1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan
1) Semula Rp.78.650.188.170,50

2) bertambah/(berkurang)Rp.96.128.105.291,14
Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 174.778.29.461,64

a. Pengeluaran

1) Semula Rp. 0,00
2) bertambah/(berkurang) Rp.0,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp. 0,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis
pembiayaan :
a. SILPA Tahun anggaran sebelumnya
1) Semula Rp.78.650.188.170,50



2) bertambah/(berkurang)Rp.96.128.105.291,14
Jumlah SILPA Tahun anggaran sebelumnya
setelah perubahan Rp. 174.778.29.461,64

b. Pencairan dana candangan

1) Semula Rp. 0,00
2) bertambah/(berkurang) Rp.0,00

Jumlah Pencairan dana candangan

setelah perubahan Rp. 0,00

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp. 0,00
2) bertambah/(berkurang) Rp.0,00

Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
setelah perubahan Rp. 0,00

d. Penerimaan Pinjaman Daerah

1) Semula Rp. 0,00
2) bertambah/(berkurang) Rp.0,00

Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah perubahan Rp. 0,00

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

1) Semula Rp. 0,00

2) bertambah/(berkurang) Rp.0,00

Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
setelah perubahan Rp. 0,00
f. Penerimaan piutang Daerah

1) Semula Rp. 0,00

2) bertambah /(berkurang) Rp.0,00

Jumlah Penerimaan piutang Daerah setelah perubahan Rp. 0,00

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
jenis pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan

1) Semula Rp. 0,00
2) bertambah/(berkurang) Rp.0,00

Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan Rp. 0,00

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

1) Semula Rp. 0,00
2) bertambah/(berkurang) Rp.0,00

Jumlah Penyertaan Modal (Investasi)
Pemerintah Daerah setelah perubahan Rp. 0,00



c. Pembayaran Pokok Utang

1) Semula Rp. 0,00
2) bertambah/(berkurang) Rp.0,00

Jumlah Pembayaran cicilan Pokok Utang

yang jatuh tempo setelah perubahan Rp. 0,00

d. Pemberian Pinjaman Daerah

1) Semula Rp. 0,00
2) bertambah/(berkurang) Rp.0,00
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah
setelah perubahan Rp. 0,00\
PASAL 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1.
2.

3.

Lampiran I

Lampiran II

Lampiran III

Lampiran IV

Lampiran V

Lampiran VI

Lampiran VII

Lampiran VIII

Ringkasan Perubahan APBD;

Ringkasan  Perubahan @ APBD  menurut Urusan
Pemerintah Daerah dan Organisasi;

Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah
Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan;

Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan
Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

Rekapitulasi  Perubahan  Belanja Daerah  untuk
keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan
Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan
Keuangan Negara;

Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per
Jabatan;

Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya
yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam
tahun anggaran ini;

Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan
APBD.

Pasal 7



Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 28 Oktober 2015

Pj. WALIKOTA DUMAI,

dto

ARLIZMAN AGUS

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 28 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

dto

SAID MUSTAFA
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